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P U T U S A N

Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR’IYAH TAKENGON

memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu pada  tingkat  pertama  dalam

persidangan  Majelis  Hakim yang  dilangsungkan  secara  elektronik  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

Xxxxxxxx. NIK : 1104106503870001, tempat tanggal lahir Jaluk, 25 Maret

1987 (37 Tahun),  agama  Islam,  pendidikan terakhir SD,

pekerjaan  Petani,  alamat  di Kampung  Kute  Gelime,

Kecamatan  Ketol, Kabupaten Aceh Tengah., dalam hal ini

memberikan  kuasa  kepada  NI’MAH  KURNIASARI,  S.H

dan FEBRINA WANSENI, S.H  Advokat & Kuasa Hukum

Pada  Bantuan Hukum Pusat  Advokasi  Hukum dan HAM

Pos  PAHAM  Aceh  Tengah  -  Bener  Meriah  yang

berkedudukan  di  Jalan  Simpang  Tiga-Simpang  Teritit,

Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener

Meriah,Provinsi Aceh, Indonesia. domisili elektronik dengan

alamat  E-mail:  febrinawanseni@gmail.com. (Nomor

Handphone  :  085296951313).  Berdasarkan  surat  kuasa

khusus tanggal 29 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx. NIK: 1104100702830003. tempat tanggal lahir Kute Gelime, 07

Februari 1983 (41 tahun),  Agama  Islam,  pendidikan

terakhir  SD,  pekerjaan  Petani,  alamat  di  Kampung  Kute

Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah; 

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  para  saksi  di

persidangan; 
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DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam surat  gugatannya tertanggal 01  Agustus

2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Syar’iyah Takengon Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 05 Agustus 2024

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 telah dilangsungkan pernikahan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

telah  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Ketol,

sebagaimana  tercatat  dalam  Kutipan  Duplikat  Akta Nikah  No

30/02/III/2007, tertanggal 14 Maret 2007 yang dikeluarkan pada tanggal

22 Juli 2024;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat

berstatus Perawan;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang  tua  Tergugat  di  Kampung  Kute  Gelime,  Kecamatan  Ketol,

Kabupaten  Aceh  Tengah  selama 3  (tiga)  bulan  kemudian  pindah  ke

rumah  milik  bersama  di  Kampung  Kute  Gelime,  Kecamatan  Ketol,

Kabupaten aceh Tengah hingga tejadinya perselisihan;

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berkumpul  sebagaimana layaknya suami-isteri  dan  telah  dikaruniai  3

(tiga) orang anak yang bernama:

1. xxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 19 Januari 2008:

2. xxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 22 April 2012;

3. xxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2017;

5. Bahwa  kebahagiaan  yang  dirasakan  Penggugat  setelah  berumah

tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun saja

setelah  itu  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan

karena:

5.1.  Bahwa  Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  fisik  kepada

Penggugat;
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5.2.  Bahwa  Tergugat  memiliki  sifat  cemburu  berlebihan  sehingga

Penggugat tidak bisa bergaul dengan tetangga yang ada disekitar

rumah;

 5.3.  Bahwa Tergugat  juga kurang dekat  dengan keluarga Penggugat

sehingga  Tergugat  pernah  meminta  Penggugat  untuk  memilih

antara Tergugat dengan keluarga Penggugat bahkan pada saat ibu

Penggugat  pergi  umroh,  Tergugat  tidak  mengijinkan  Penggugat

untuk bertemu dengan ibu Penggugat;

5.4.  Bahwa  Tergugat  juga  kurang  memberikan  nafkah  lahir  kepada

Penggugat  sehingga  untuk  kebutuhan  sehari-hari  Penggugat

mencari uang dengan bekera di kebun orang lain; 

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 19 Januari 2024

dimana  Penggugat  meminta  uang  untuk  membayar  baju  jahitan  ke

penjahit akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan, Tergugat langsung

marah-marah  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  langsung  melakukan

kekerasan  fisik  kepada  Penggugat  kemudian  Tergugat  mengatakan

kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;

7. Bahwa  setelah  kejadian  tersebut  Penggugat  langsung  pergi  ke

rumah imam Kampung dikarenakan Penggugat  sudah tidak sanggup

lagi  dengan  prilaku  Tergugat  yang  tidak  menghargai  Penggugat  dan

Tergugat selalu kasar kepada Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Penggugat meminta keluarga

Penggugat untuk menjemput Penggugat kerumah imam Kampung; 

9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

tinggal bersama lagi hingga saat ini ± 7 (tujuh) bulan tanpa nafkah lahir

dan batin;

10.Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah

didamaikan akan tetapi tidak membuahkan hasil;

11.Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus

karena perceraian;
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Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat  memohon kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Takengon cq.

Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  untuk  dapat

menentukan  hari  persidangan,  kemudian  memanggil  Penggugat  dan

Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat  (Xxxxxxxx) Terhadap

Penggugat (Xxxxxxxx);

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang

menghadap  kepersidangan di  dampingi  kuasanya  NI’MAH KURNIASARI,

S.H  dan  FEBRINA WANSENI,  S.H   Advokat  &  Kuasa  Hukum  Pada

Bantuan  Hukum  Pusat  Advokasi  Hukum  dan  HAM  Pos  PAHAM  Aceh

Tengah  -  Bener  Meriah  yang  berkedudukan  di  Jalan  Simpang  Tiga-

Simpang  Teritit,  Kampung  Blang  Panas,  Kecamatan  Bukit  Kabupaten

Bener Meriah,Provinsi Aceh, Indonesia. domisili elektronik dengan alamat

E-mail:  febrinawanseni@gmail.com. (Nomor  Handphone  :

085296951313).  Berdasarkan surat  kuasa khusus tanggal  29  Juli  2024.

Kemudian  Majelis  Hakim  memeriksa  Surat  Kuasa,  identitas  advokat  dan

Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain

untuk  menghadap  sebagai  wakilnya/kuasanya  yang  sah  dan  tidak

mengajukan  eksepsi  tentang  kewenangan,  walaupun  menurut  Relaas

Panggilan  Nomor  371/Pdt.G/2024/MS.Tkn yang  dibacakan  di  muka

persidangan,  ternyata  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sebanyak 2 (dua) kali  serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan

yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan  Tergugat tidak

hadir kemudian Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat melalui
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kuasanya  supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun

menurut  keterangan  Kuasa  Penggugat  bahwa  Penggugat  inperson  tetap

pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan

yang tertutup untuk umum, diawali  pembacaan surat  gugatan yang isinya

tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy  kartu  tanda  penduduk  atas  nama  xxxxxxxxxx

(Penggugat) NIK:  1104106503870001  yang dikeluarkan oleh Dinas

Pendudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Aceh Tengah, yang telah

dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya,

selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotocopy  Kutipan Akta  Nikah  atas  nama  xxxxxxxxxxx

(Penggugat)   dan  xxxxxxxx  (Tergugat)  Nomor:  30/02/III/2007,

tertanggal 14 Maret 2007 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2024,

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Ketol,

Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh,  yang telah dinazegelen oleh

Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf

dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  2  (dua)  orang  saksi  masing-

masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMP,

pekerjaan  Petani/Pekebun,  bertempat  tinggal  di  Kampumg  Jaluk.

Kecmatan  Ketol,  Kabupaten  Aceh  Tengah,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  karena

Saksi Adalah adik kandung Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang menikah pada tanggal 14 Maret 2007.

 Bahwa pada saat menikah Penggugat  berstatus gadis dan

Tergugat berstatus jejaka;
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 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kute Gelime,

Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah selama 3 (tiga) bulan

kemudian  pindah  ke  rumah  milik  bersama  di  Kampung  Kute

Gelime,  Kecamatan  Ketol,  Kabupaten  aceh  Tengah  hingga

tejadinya perselisihan. dan telah di karuniai 3 orang anak.

 Bahwa semula  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  rukun

dan  harmonis  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  sekarang

sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran.

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat

dan  Tergugat  disebabkan  karena  Tergugat  sering  melakukan

kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu

berlebihan  sehingga  Penggugat  tidak  bisa  bergaul  dengan

tetangga yang ada  disekitar  rumah,  Tergugat  juga kurang  dekat

dengan keluarga Penggugat  sehingga Tergugat  pernah meminta

Penggugat  untuk  memilih  antara  Tergugat  dengan  keluarga

Penggugat bahkan pada saat ibu Penggugat pergi umroh, Tergugat

tidak mengijinkan Penggugat untuk bertemu dengan ibu Penggugat

dan  Tergugat  juga  kurang  memberikan  nafkah  lahir  kepada

Penggugat  sehingga  untuk  kebutuhan  sehari-hari  Penggugat

mencari uang dengan bekera di kebun orang lain.

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak tanggal 19 Januari 2024;

 Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;

 Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah

mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  akan  tetapi  tetapi  tidak

berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Petani/Pekebun,  bertempat  tinggal  di  Kampung  Jaluk,  Kecamatan
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Ketol,  Kabupaten  Aceh  Tengah,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan sebagai berikut :

 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  karena

Saksi Adalah adik ipar Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang menikah pada tanggal 14 Maret 2007.

 Bahwa pada saat menikah Penggugat  berstatus gadis dan

Tergugat berstatus jejaka;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kute Gelime,

Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah selama 3 (tiga) bulan

kemudian  pindah  ke  rumah  milik  bersama  di  Kampung  Kute

Gelime,  Kecamatan  Ketol,  Kabupaten  aceh  Tengah  hingga

tejadinya perselisihan. dan telah di karuniai 3 orang anak.

 Bahwa semula  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  rukun

dan  harmonis  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  sekarang

sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran.

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat

dan  Tergugat  disebabkan  karena  Tergugat  sering  melakukan

kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburu

berlebihan  sehingga  Penggugat  tidak  bisa  bergaul  dengan

tetangga yang ada  disekitar  rumah,  Tergugat  juga kurang  dekat

dengan keluarga Penggugat  sehingga Tergugat  pernah meminta

Penggugat  untuk  memilih  antara  Tergugat  dengan  keluarga

Penggugat bahkan pada saat ibu Penggugat pergi umroh, Tergugat

tidak mengijinkan Penggugat untuk bertemu dengan ibu Penggugat

dan  Tergugat  juga  kurang  memberikan  nafkah  lahir  kepada

Penggugat  sehingga  untuk  kebutuhan  sehari-hari  Penggugat

mencari uang dengan bekera di kebun orang lain.

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak tanggal 19 Januari 2024;
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 Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;

 Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah

mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  akan  tetapi  tetapi  tidak

berhasil;

Bahwa  Penggugat  menyatakan  cukup  dengan  bukti-bukti  yang

diajukannya dan  menyampaikan kesimpulan akhir  secara lisan yang pada

pokoknya,  tetap  pada  alasan  dan  dalil  gugatan  Penggugat  serta  mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  hal  ihwal

yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  gugatan  Penggugat

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya

NI’MAH KURNIASARI,  S.H dan FEBRINA WANSENI,  S.H  Advokat &

Kuasa Hukum  Pada  Bantuan Hukum Pusat Advokasi  Hukum dan HAM

Pos PAHAM Aceh Tengah -  Bener  Meriah  yang berkedudukan di  Jalan

Simpang Tiga-Simpang Teritit,  Kampung Blang Panas,  Kecamatan Bukit

Kabupaten  Bener  Meriah,Provinsi  Aceh,  Indonesia.  domisili  elektronik

dengan  alamat  E-mail:  febrinawanseni@gmail.com. (Nomor

Handphone : 085296951313). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29

Juli  2024,  Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil  dan materil

surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi

persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1)

R.Bg.,  sehingga  Kuasa  Hukum  tersebut  dapat  diterima  untuk  mewakili

kepentingan  Penggugat  di  depan  persidangan  Mahkamah  Syar’iyah

Takengon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat

untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146

R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

untuk  kedua  kalinya  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009
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Tentang Peradilan Agama dan Surat  Keputuan Ketua Mahkamah Agung

No.  129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara dan

Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  dengan  demikian

pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  perkara  Cerai  Gugat  dan

tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  dan

perubahan  kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, Mahkamah Syar’iyah Takengon  berwenang memeriksa,

mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan

perkawinan  keduanya  dilangsungkan  berdasarkan  Hukum  Islam,  oleh

karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun

2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor  3 Tahun 2006  tentang Perubahan atas  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama   dan perubahan  kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua

atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

maka Penggugat  mempunyai  legal  standing untuk  mengajukan  gugatan

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan  patut  tidak  datang  menghadap  di  depan  persidangan  dan  tidak

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu

tidak  disebabkan  sesuatu  halangan  yang  sah  serta  gugatan  Penggugat

beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,  maka  Tergugat  harus  dinyatakan

tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak

dapat  dilakukannya  mediasi  sebagaimana  dikehendaki  pasal  4  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di  Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk

membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  kendatipun  demikian,  Majelis  Hakim  telah

berupaya melakukan  usaha damai  dengan cara  memberi  nasihat  kepada

Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil,

karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian

Majelis  Hakim  berpendapat  usaha  damai  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo.

Pasal  82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989  tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama   dan  perubahan   kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama patut

dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa  yang menjadi pokok perkara adalah  Penggugat

mengajukan Cerai  Gugat  terhadap Penggugat  dengan alasan telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam

gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975  tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  Tahun  1991.  Dengan  demikian,

gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  (fotokopi Kartu  Tanda

Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili  di

wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon,  maka menurut Pasal  73

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  gugatan  Penggugat  telah  tepat

diajukan di Mahkamah Syar’iyah Takengon;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  pernikahannya,kuasa

Penggugat  telah mengajukan bukti P.2, yang dinilai telah memenuhi syarat

formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285

R.Bg,. jo. 1868 KUHPerdata. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat,

Penggugat  telah  berhasil  membuktikan  adanya  hubungan  hukum,  yaitu

perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut,

Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

(persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  maksud  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  jo  Pasal  76  ayat  1

Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  keduakalinya

dengan  Undang-Undang  Nomor 50  Tahun  2009,  Majelis  Hakim  telah

mendengarkan  keterangan  pihak  keluarga  dan  orang  terdekat  Penggugat

dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum

memberikan  keterangan.  Dari  keterangan  saksi-saksi  tersebut  diperoleh

keterangan  yang  pada  pokoknya  membenarkan  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat

dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri

dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak

keluarga/aparat  kampung telah  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat,

namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan

oleh  Penggugat  di  persidangan  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil

sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat

dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil  gugatan Penggugat  bilamana

dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim

berdasarkan fakta persidangan, telah menemukan fakta hukum bahwa antara

Penggugat  dan  Tergugat  benar-benar  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus-menerus  dan  secara  faktual,  Penggugat  dan  Tergugat

telah  berpisah  tempat  tinggal  yang  menyebabkan  tidak  dapat  diharapkan

untuk dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim

berpendapat,  dalil  gugatan  Penggugat  yang  menerangkan  adanya

perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  antara  Penggugat  dan

Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang,  bahwa  di  setiap  persidangan,  Majelis  Hakim  telah

berupaya  melakukan  perdamaian  dengan  cara  memberi  nasihat  kepada

Penggugat  supaya menyelesaikan  permasalahan  ini  secara  damai,  akan

tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan

bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah

pecah dan tidak harmonis lagi (broken marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan

seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga

tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3

Kompilasi  Hukum  Islam,  tidak  akan  terwujud.  Satu-satunya  jalan

kemaslahatan  bagi  Penggugat,  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  adalah

melalui perceraian;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  memperhatikan  dan

sependapat  dengan  Putusan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  30  K/AG/1990

tanggal  22  Agustus  1991  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  90

K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim

tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya

suatu  perkawinan,  melainkan  cukup  melihat  fakta  dimana  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  dalam  halmana  telah  dinyatakan,  dalil  gugatan  Penggugat  telah

terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan

Penggugat  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  maka  dengan

mempertimbangkan Pasal  150 R.Bg, gugatan Penggugat patut  dikabulkan
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secara  verstek  dengan menjatuhkan talak  satu  bain  sughra  dari  Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989  tentang Peradilan Agama  sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama   dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  tentang Perubahan

Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama maka  Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang

besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang–undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap

Penggugat (Xxxxxxxx);

4. Membebankan  Kepada Penggugat untuk membayar  biaya perkara

ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah

Syar’iyah  Takengon  pada  hari  Jum’at  tanggal  23  Agustus  2024  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal   17  Safar  1446  Hijriah  oleh  Win Syuhada,

S.Ag.,  S.H.,  M.C.L.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  Taufik  Ridha dan

Muhammad  Arif,  S.H.,  M.H sebagai  Hakim  anggota,  putusan  tersebut

dibacakan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh

Hakim  tersebut  dan  dibantu  oleh  Izwar  Ibrahim,  Lc.,  LL.M sebagai

Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  kehadiran

Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14  Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taufik Ridha

Muhammad Arif, SH.

Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.,

Panitera Pengganti,

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 400.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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